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NOMOR : 00.7.2.6/ 34 /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024




31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 169 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Kecamatan Rembang dalam
menyusun RKA Perubahan Kecamatan Rembang.

KETIGA Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 -  2024.
Pj. BEPATFRASURUAN,
TEMBUSAN :
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.

3. Kepala Bappelitbangda Kab.
Pasuruan.




1.1.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pasuruan
NOMOR : 00.7.2.6/1134/HK/424.013/2024

TANGGAL : 14 Agustus 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang —
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan
yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja PD
Kecamatan Rembang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Renja Kecamatan Rembang tahun 2024 merupakan
penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan
kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada
pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas —
tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk
lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun
kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat
sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Perubahan Renja PD Kecamatan Rembang disusun berdasarkan
pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam
Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
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kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan
pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara
lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan
nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian
menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan
dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di
tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi
menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari
tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan
melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD dan RKPD di
tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana
Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) di tingkat
masing-masing organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen
perencanaan wilayah diatasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Rembang
Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat
dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPIP RPJM Nasional RKP Nasional
Nasional
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Perubahan Renja)
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan
Kecamatan Rembang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan
beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Rembang merupakan dokumen yang
secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Perubahan Renja merupakan acuan Kecamatan Rembang untuk
memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan
perencanaan program Kkegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;

3. Perubahan Renja Kecamatan Rembang merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari
kinerja Kecamatan Rembang pada Tahun 2024 ini merupakan
tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang.
Penyusunan rancangan Perubahan Renja Kecamatan Rembang

merupakan tahapan awal yang Tharus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Kecamatan

Rembang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja

Kecamatan Rembang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan

Renja Kecamatan Rembang dapat dikerjakan secara simultan / paralel

dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih

dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Rembang, evaluasi
pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Rembang pada tahun - tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

Kecamatan Rembang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh

mana kemampuan Kecamatan Rembang dalam melaksanakan program

dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra Kecamatan Rembang, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan
dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan

arah dan kebijakan umum dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

Adapun penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang yang
dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses
yang berurutan, mencakup :



1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Perubahan Renja Kecamatan

Rembang;
2. Tahap Penyajian Rancangan Perubahan Renja Kecamatan

Rembang.

Penyusunan Rencana Kerja 2024 dilanjutkan ke tahap proses
penyusunan RAPBD yang dilaksanakan di triwulan III tahun yang
bersangkutan.



1.2.

LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja PD Kecamatan Rembang disusun atas dasar :

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 20t4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan
Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
Nomor 12 );

Peraturan Bupati Pasuruan No 117 Tahun 2023 Tentang RKPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024,

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 16 Juli
2024 tentang P-RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Rembang

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai
berikut :

1.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi ;



1.4.

2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan ;

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan
program dan kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 ;

4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD
dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun
2024.

Sedang tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai
berikut :

1. Perubahan Perubahan Renja PD disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang
diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh
PD;

2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan
operasional secara terinci;

3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;

4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;

5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;

6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;

7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun — tahun yang akan datang.

SISTEMATIKA PENULISAN
Perubahan Perubahan Renja PD Kecamatan Rembang disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan
Renja Kecamatan Rembang, proses penyusunan
Perubahan Renja Kecamatan Rembang, keterkaitan
antara Perubahan Renja Kecamatan Rembang dengan
dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra
Kecamatan Rembang, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang wundang - undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan
Rembang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.



BAB II

BAB III

BAB IV

1.3

1.4

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Perubahan Renja Kecamatan Rembang, serta susunan
garis besar isi dokumen.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD
Kecamatan Rembang Sampai Dengan Tribulan II tahun
2024

2.1

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD sampai
dengan Tribulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra
PD

Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu
dan capaian Renstra Kecamatan Rembang.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi PD

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang
ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam
isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD
Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara
nyata oleh Kecamatan Rembang dalam kurun waktu
tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik,
terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana
Kerja.

3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam lingkungan PD Kecamatan
Rembang serta penganggaran atau biaya yang
dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

: Penutup



2.1

2.2

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN REMBANG
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PD TRIBULAN II
TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN REMBANG.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis PD Kecamatan
Rembang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu
bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Kantor Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran
kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang
telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang melalui tabel
2.1 berikut:

Evaluasi Anggaran dan Realisasi Belanja tribulan II Tahun Anggaran
2024

Anggaran belanja pada Kantor Kecamatan Rembang tahun 2024
dianggarkan sebesar Rp. 2.768.763.109,- dari jumlah tersebut
terealisasi sebesar Rp. 1.079.704.841,- atau tercapai 39 %.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Rembang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan
dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan
adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,
maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang
kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang
ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan
non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi
Kabupaten Pasuruan,;
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2)

3)

4)

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat
dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,
terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah
guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility ( CSR ),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah
Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik,
maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara
prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki
legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan
dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan
memunculkan  kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu
mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas
aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan
secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah
aparatur;
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Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
IKU PD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : 2024

Target : 90
Realisasi Kinerja Pada Triwulan gkt & ineria d ngkat & Kineria d
. nsi Cana ingkat Capaian Kinerja dan aei Kineri ingkat Capaian Kinerja dan
§ Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir - Realisasi Capaian Kinerja dan nokel ) Realisasi Kinerja dan Anggaran
indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja Tahun Realisasi Anggaran Renstra
No sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan (outputy Sub Kegiatan Periode Renstra) Anggaran Renja 2024 2094 06) Renstra s/d Tahun 2024 Tahun 2024 (6)
1 " " v
1 2 3 4 8 9 10 1 12 13 = 1217 x 100% 14=6+12 15 = 14/5x 100%
K (®Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp)
Bidang Urusan : Otoda, Umum, Adm.
keuangan dan persandian
2.697.408.225,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan 7 q o P P
A e e 100% 2.347.006.588 100% 2.361350.225 100% p 455.098.566 100% 1.002.207.791 100% 1.002.207.791 50% 22 100% 1.002.207.791 50% 50

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Realisasi Kinerja SKPD

Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan

100.000,00)
7 dok 000.000 7 dok

1.450.780.588

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Jumlah pakaian dinas yang tersedia

1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangangan ASN B 11 org- 14 bin 11 org- 14 bin 1589.263.00000| 43 org -3 bin 365.721703| 11 org -3 bin 722,537,480 11 org-3bin 722.537.480 50% 45| 11 org-3bin 722.537.480 50% 50
2 |Renyediaan Adminisiasi Pelaksanaan Tugas |5, miah gujan Pembayaran Honor THL 1401 - 12 bin 253.800.000 | 144112 bin 254.400.000.00| 14 org - 3 pin 59:363.000( 14 o4 -3 pin 119.963.000 14 0rg - 3bln 119.963.000 50% 47| 140rg-3bin 119.963.000 50% 50
Jumlah pembayaran honorarium pejabat 36.160.000
3 [Pelaksanaan Penatausahaan dan penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku 9org-12bin 9org-12bin 4org-3bin 4org-3bin 14.400.000 4org-3bin 14.400.000 50% 22| 4org-3bin 14.400.000 50% 50
PengujianiVerifikasi Keuangan SKPD e nevn s,

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan

Tugas dan Funasi

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

pelatihan formal

Jumiah jenis alat tulis kantor yang dibeli

5 paket

5 paket

5 paket 5.175.000

5 paket

5.175.000

5 paket 5.175.000

Jumiah jenis barang cetakan dan penggandaan

40.000.000

Pengadaan Mebel

Jumiah Paket Mebel yang Disediakan

4 paket

4 paket

2.844.000,00|

2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |42 I b 4 palet 4 palet 4 paket 6.501.250 4 paket 6.501.250 50% 28| 4paket 6.501.250 50% 50
5.000.000

3 [Penye dm_zﬁ‘;’; Bacaan dan Peraluran "‘,‘;"'l‘J‘::;’;‘f::‘::ﬂ';‘::’;";;‘:;gd‘::k";e’m””‘ 12 eksemplar 12 eksemplar o 6 eksemplar 850.000 6 eksemplar 850.000 50 35| 6 eksemplar 850.000 50 50

4 |Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan konsulasi 30 laporan 70.000.000 30 laporan 3 laporan 39.420.086 3 laporan 39.420.086 50 38| 3laporan 39.420.086 50 50

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Banaunan Lainnva

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Banaunan vang diadakan

26 unit

50.000.000

26 unit

55.900.000,00

0 4 unit 45.541.000

4 unit

45.541.000

45.541.000

50 50

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 70.000.000
1 | Pemelharaan, dan Pajak Kendaraan. Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 unit 6 unit 0 6 unit 35.844.045 6 unit 35.844.045 50 a7 6 unit 35.844.945 50 50
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara
Jabatan
2 |Pemeinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3umiah peralatan kanlor dan mesin lainnya yang 10 unit 10.000.000 10 unit 17.220.600,00 0 Lunit 425.000 1 unit 425.000 50 2 1 unit 425.000 50 50
Pemelinaraan/Rehabiltas Sarana dan 200.000.000 110.000.000,00
Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor ! . . . . .

3 |Prsarana Gedung Ko st Bangunen [ 180 S T PSR 1 1is 0 0 0 0 o o
Program i dan - 98.915.000,00|
Pelayanan Publik Pelayanan Publik 100% #REF! 100% 0% 100% 36.910.500 100% 36.910.500 50% 37 100% 36.910.500 50% 50

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Dukumen Musrenbang Desa - Jumlah 25.000.000 25.415.000,00

1 egiatan dengan Jsulan yang Difasilitasi - Jumlah 17 laporan 17 laporan 0 17 laporan 18.955.000 17 laporan 18.955.000 50 75 17 laporan 18.955.000 50 50
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pelaksanaan Kegiatan Wasbang
Peningkatan Efekiitas Kegiatan Pemeniniahan | Jumlah jenis laporan kegiatan untuk 16.000.000 73:500.000,00)

2 enn I P, 3 laporan 3 laporan 0 3 laporan 17.955.500 3 laporan 17.955.500 50 24| 3laporan 17.955.500 50 50
Ptz Desa dan e e gy e 100% 20,000,000 100% D) 0% 100% 24.474.050 100% 24.474.050 50% 15 100% 24.474.050 50% 50
Kelurahan dengan Baik

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Managib - Jumlah 10.000.000 162.524.000,00)
Peningkatan Efekifitas Kegiatan Pemberdayaan | Pelaksanaan Kegiatan Pelatinan Jumanalsik -
L s o ™ e o e by | 12 aporan 12 laporan 0 6 laporan 24.474.050 6 laporan 24.474.050 50 15| 6laporan 24.474.050 50 50
Benar - Jumiah Pelaksanaan Kegiatan PKK
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban | persentase Pelayanan Keterraman dan oo 12.000.000 oo 20.775.000,00) o By o115 By o110 o " oo o110 o ©
Keteriban Umum yang berkualtas 00% 00%




Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan | - geqjigagi Kinerja dan Anggaran | ndkal Capaian Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja Tahun Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan (outputy Sub Kegiatan Periode Renstra) Anggaran Renja 2024 2024 (%) Renstra s/d Tahun 2024 “Tahun 2024 (%)
1 " n v
1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15=14/5 x 100%
K ®Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp)

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

12.000.000 20.775.000,00
1 [Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah ;‘é";ig;ﬂwlw naan Kegiatan Koordinast 24 kali 24kali o 12 kal 16.112.500 12 kal 16.112.500 50 78 12 kali 16.112.500 50 50
Program Pembinaan dan Pengawasan P CTaD SR 20,000,000 53.835.000,00) i i i i i
Pemerintahan Desa P 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 |Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desadan | Terlaksananya Fasiltasi Pengelolaan Keuangan 12kl 20.000.000 12kl 53.835.000,00 o o . o . o R o . o R
Pendayagunaan Aset Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%) [ 50 ]

Predikat Kineria PROGRAM|

Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%) | s0o |

Predikat Kinerja KEGIATAN|

Rata-rata capaian kineria SUBKEGIATAN (%) | s0o |

Predikat Kinerja SUBKEGIATAN]
[Faktor pendorong, kinerja : [
Faktor ian kinerja : |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : |
| Tindak lanjut yang dipertukan dalam Renja berikutnya : [

Pasuruan. ... Juni 2024

CAMAT REMBANG

E Al
NIP. 19840223 200312 1 002



3.1.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PD KEC. REMBANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan
stratejik ini, maka Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi
visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga
memungkinkan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk
mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat
tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar
dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya,
setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan adalah Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan di
Kecamatan, dengan indikator tujuan yaitu : Nilai Indeks Kepuasaan
Masyarakat (IKM)

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Rembang merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah
Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin
suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya
menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang
ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang
terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah
tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah
dapat dicapai.

Sasaran stratejik Kecamatan Rembang pengelompokkannya
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Rembang terdapat pada
Form Renstra pada Lampiran — lampiran.
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3.2.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang
diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu
tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu
sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun
sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
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TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO PRIORITAS PROYEK STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB PEMETAAN PAGU ANGGARAN TARGET INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN KEGIATAN BAB IV RKPD BERDASARKAN SIPD AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8 Nl
9 N
10
11
12
13
14
15
16
17
Pasuruan, ..... Juni 2024
CAMAT REMBANG
FIRDAUS HANDARA, S.STP.,M.Si.

NIP. 19840227 200312 1 002




Tabel 3.1.

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No

Uraian

IKU/ SPM/IKK

Satuan

Realisasi 2023

Target 2024

Awal Perubahan

Ket

2

6 7

Tujuan PD :

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di Tingkat
Kecamatan

IKU

Indikator : Nilai
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan

90 90

Sasaran PD:

Meningkatnya Hasil
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelayanan Publik
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Indikator :
Persentase Hasil
Penyelenggaraan
Kecamatan

100 80|Penghematan

anggaran

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator : Nilai
SAKIP PD

76,5 73,05(Penghematan

anggaran

Pasuruan, .....Juni 2024
CAMAT REMBANG

FIRDAUS HANDARA, S.STP.,M.Si.

NIP. 19840227 200312 1 002




KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN REMBANG

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024

NO URUSAN/ BIDANG RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 SUMBER DANA TAMBAH/(KURANG) ALASAN
URUSAN/UNSUR PERUBAHA
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP PROGRAM/ KEGIATAN/| INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP N
KEGIATAN/ SUB (SATUAN) SUB KEGIATAN (SATUAN)
KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17
URUSAN .... . Pergeseran 1 +
(wajib dasar/wajib Refocusing
nondasar/pilihan)
Bidang . (nama
urusan)
UNSUR ...
(pendukung/penunja
ng/Pengawasan/Kew
ilayahan/Pemerintah
an Umum)
PROGRAM Persentase 100% 2.347.006.588 100% 2.404.179.109 [PROGRAM Persentase 100% DAU 100% -
PENUNJANG Pemenuhan PENUNJANG URUSAN |Pemenuhan
URUSAN Penunjang Urusan PEMERINTAH DAERAH [Penunjang Urusan
PEMERINTAH Pemerintahan KABUPATEN / KOTA Pemerintahan 2.361.359.225
DAERAH
KABUPATEN /
KOTA
Perencanaan, Persentase dokumen 100% 5.000.000 100% 1.100.000,00|Perencanaan, Persentase dokumen 100% 1.100.000,00| DAU 100% -
Penganggaran, dan |perencanaan dan Penganggaran, dan perencanaan dan
Evaluasi Kinerja laporan capaian kinerja Evaluasi Kinerja laporan capaian kinerja
Perangkat Daerah |yang disusun sesuai Perangkat Daerah yang disusun sesuai
pedoman pedoman
Koordinasi dan Jumlah Laporan 7 dok 5.000.000 7 dok 1.100.000,00|Koordinasi dan Jumlah Laporan 7 dok 1.100.000,00| DAU 7 dok -
Penyusunan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar |Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja |Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
Administrasi Persentase pemenuhan 100% 1.742.740.588 100% 1.878.223.000,00{ Administrasi Keuangan | Persentase pemenuhan 100% 1.878.223.000,00( DAU 100% -
Keuangan administrasi keuangan Perangkat Daerah administrasi keuangan
Perangkat Daerah |kantor kantor
Penyediaan Gaji dan|Jumlah Orang yang 11 org - 14 bin 1.450.780.588 |11 org - 14 bin| 1.589.263.000,00| Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang L1 org - 14 blj 1.589.263.000,00( DAU 11 org - 14 bl -
Tunjangangan ASN  [Menerima Gaji dan Tunjangangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Bulan 14 org - 12 bin 253.800.000 | 14 org - 12 bin 254.400.000,00( Penyediaan Administrasi |Jumlah Bulan 114 org - 12 blr| 254.400.000,00| DAU 14 org - 12 blr| -
Administrasi Pembayaran Honor Pelaksanaan Tugas ASN |Pembayaran Honor
Pelaksanaan Tugas |THL THL
ASN
Pelaksanaan Jumlah pembayaran 9org - 12 bin 38.160.000 | 9 org - 12 bin 34.560.000,00| Pelaksanaan Jumlah pembayaran 9 org - 12 bin 34.560.000,00| DAU 9org-12bin -
Penatausahaan dan |honorarium pejabat Penatausahaan dan honorarium pejabat
Penguijian/Verifikasi |penatausahaan Penguijian/Verifikasi penatausahaan
Keuangan SKPD keuangan, kegiatan Keuangan SKPD keuangan, kegiatan
dan pelaku pengadaan dan pelaku pengadaan
barang/jasa barang/jasa
Administrasi Persentase 100% 14.266.000 100% 9.200.000,00(Administrasi Persentase 100% 1.080.000,00| DAU 0% -
Kepegawaian Pemenuhan Kepegawaian Pemenuhan
Perangkat Daerah |Administrasi Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Pengadaan Pakaian |Jumlah pakaian dinas 3 stel 12.066.000 3 stel 6.800.000,00| Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas 3 stel 0,00{DAU 0 6.800.000 (penghemata
Dinas Beserta yang tersedia Dinas Beserta Atribut yang tersedia n
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapannya
Pendidikan dan Jumlah pegawai yang 5 orang 2.200.000 5 orang 2.400.000,00| Pendidikan dan Pelatihan|Jumlah pegawai yang 5 orang 1.080.000,00| DAU 0 1.400.000 [penghemata
Pelatihan Pegawai  |mengikuti pendidikan Pegawai Berdasarkan mengikuti pendidikan n
Berdasarkan Tugas [dan pelatihan formal Tugas dan Fungsi dan pelatihan formal
dan Fungsi
Administrasi Persentase 100% 155.000.000 100% 158.665.925,00| Administrasi Umum Persentase 100% 158.385.925,00 DAU 100% -
Umum Perangkat |terpenuhinya nya Perangkat Daerah terpenuhinya nya
Daerah administrasi umum administrasi umum
kantor kantor
Penyediaan Bahan |Jumlah jenis alat tulis 5 paket 40.000.000 5 paket 29.136.925,00( Penyediaan Bahan Jumlah jenis alat tulis 5 paket 28.856.925,00| DAU 5 paket -
Logistik Kantor kantor yang dibeli Logistik Kantor kantor yang dibeli
Penyediaan Barang [Jumlah jenis barang 4 paket 40.000.000 4 paket 23.945.000,00| Penyediaan Barang Jumlah jenis barang 4 paket 23.945.000,00| DAU 4 paket -
Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan yang Penggandaan penggandaan yang
diadakan diadakan




NO URUSAN/ BIDANG RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 SUMBER DANA TAMBAH/(KURANG) ALASAN
URUSAN/UNSUR PERUBAHA
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP PROGRAM/ KEGIATAN/| INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP N
KEGIATAN/ SUB (SATUAN) SUB KEGIATAN (SATUAN)
KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17
Penyediaan Bahan |Jumlah Dokumen 4 paket 5.000.000 4 paket 2.400.000,00| Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 4 paket 2.400.000,00| DAU 4 paket
Bacaan dan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan
Peraturan Peraturan Perundang- Perundang-undangan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan yang Undangan yang
undangan Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Jumlah laporan 30 laporan 70.000.000 30 laporan 103.184.000,00| Penyelenggaraan Rapat |Jumlah laporan 30 laporan 103.184.000,00| DAU 30 laporan
Rapat Koordinasi koordinasi dan Koordinasi dan koordinasi dan
dan Konsultasi konsultasi Konsultasi SKPD konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang |Persentase 100% 100.000.000 100% 86.008.000,00|Pengadaan Barang Persentase 100% 58.744.000,00| DAU 100%
Milik Daerah Pemenuhan Milik Daerah Penunjang|Pemenuhan
Penunjang Urusan |Pengadaan Barang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah |Milik Daerah Daerah Milik Daerah
Pengadaan Mebel |Jumlah Paket Mebel 4 paket 50.000.000 4 paket 30.108.000,00| Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 4 paket 2.844.000,00| DAU 1 paket 27.264.000 |penghemata
yang Disediakan yang Disediakan n
Pengadaan Sarana |Jumlah Sarana dan 26 unit 50.000.000 26 unit 55.900.000,00| Pengadaan Sarana dan |Jumlah Sarana dan 26 unit 55.900.000,00| DAU 26 unit
dan Prasarana Prasarana Gedung Prasarana Gedung Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau |Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan  [Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya |yang diadakan Lainnya yang diadakan
Penyediaan Jasa |Persentase 100% 50.000.000 100% 60.125.000,00|Penyediaan Jasa Persentase 100% 60.125.000,00| DAU 100%
Penunjang Urusan |Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan Jasa
Pemerintah Daerah |Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan 50.000.000 12 bulan 60.125.000,00| Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan 60.125.000,00| DAU 12 bulan
Komunikasi, SDA, |pembayaran rekening Komunikasi, SDA, dan  |pembayaran rekening
dan Listrik telepon, air, dan Listrik telepon, air, dan
internet internet
Pemeliharaan Persentase 100% 280.000.000 100% 210.857.184,00|Pemeliharaan Barang |Persentase 100% 203.701.300,00| DAU 100%
Barang Milik Pemenuhan Milik Daerah Penunjang|Pemenuhan
Daerah Penunjang |pemeliharaan barang Urusan Pemerintahan [pemeliharaan barang
Urusan milik daerah guna Daerah milik daerah guna
Pemerintahan menunjang menunjang
Daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Unit Kendaraan 6 unit 70.000.000 6 unit 76.480.700,00| Penyediaan Jasa Jumlah Unit Kendaraan 6 unit 76.480.700,00( DAU 6 unit
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan |Kendaraan Dinas Pemeliharaan, dan Pajak |Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan Jabatan yang Kendaraan Perorangan |Jabatan yang
Perorangan Dinas | Disediakan Dinas atau Kendaraan Disediakan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan PeralalJumlah peralatan 10 unit 10.000.000 10 unit 22.020.600,00| Pemeliharaan Peralatan d|Jumlah peralatan 10 unit 17.220.600,00| DAU 10 unit 5.000.000 (penghemata
kantor dan mesin kantor dan mesin n
lainnya yang dipelihara lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehab|Jumlah sarana dan 1ls 200.000.000 1lls 112.355.884,00| Pemeliharaan/Rehabilita |Jumlah sarana dan 1ls 110.000.000,00| DAU 1ls 2.355.884 [penghemata
ilitasi Sarana dan prasarana si Sarana dan Prasarana |prasarana n
Prasarana Gedung |gedung/kantor atau Gedung Kantor atau gedung/kantor atau
Kantor atau bangunan lainnya yang Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya |dipelihara dipelihara
Program Persentase 100% 43.000.000 100% 127.450.000,00|Program Persentase 100% 98.915.000,00| DAU 100%
Penyelenggaraan |Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan |Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Jumlah laporan 100% 43.000.000 100% 127.450.000,00|Koordinasi Jumlah laporan 100% 98.915.000,00( DAU 100%
Penyelenggaraan |koordinasi Penyelenggaraan koordinasi
Kegiatan penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan |penyelenggaraan
Pemerintahan di kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan |kegiatan pemerintahan
Tingkat Kecamatan |di tingkat kecamatan di tingkat kecamatan
Koordinasi/Sinergi  |Jumlah Dukumen 17 laporan 25.000.000 17 laporan 25.415.000,00|Koordinasi/Sinergi Jumlah Dukumen 17 laporan 25.415.000,00| DAU 17 laporan
Perencanaan dan Musrenbang Desa - Perencanaan dan Musrenbang Desa -
Pelaksanaan Jumlah Usulan Pelaksanaan Kegiatan  |Jumlah Usulan
Kegiatan Musrenbang yang Pemerintahan dengan Musrenbang yang
Pemerintahan Difasilitasi - Jumlah Perangkat Daerah dan | Difasilitasi - Jumlah
dengan Perangkat [Pelaksanaan Kegiatan Instansi Vertikal Terkait |Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi |Wasbang Wasbang
Vertikal Terkait
Peningkatan Jumlah jenis laporan 3 laporan 18.000.000 3 laporan 102.035.000,00| Peningkatan Efektifitas  [Jumlah jenis laporan 3 laporan 73.500.000,00| DAU 3 laporan 28.535.000
Efektifitas Kegiatan |kegiatan untuk Kegiatan Pemerintahan |kegiatan untuk
Pemerintahan di meningkatkan di Tingkat Kecamatan meningkatkan
Tingkat Kecamatan |efektifitas kecamatan efektifitas kecamatan




NO URUSAN/ BIDANG RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 SUMBER DANA TAMBAH/(KURANG) ALASAN
URUSAN/UNSUR PERUBAHA
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP PROGRAM/ KEGIATAN/| INDIKATOR KINERJA | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP N
KEGIATAN/ SUB (SATUAN) SUB KEGIATAN (SATUAN)
KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17
Program Persentase Desa 100% 10.000.000 100% 162.524.000,00| Program Persentase Desa 100% 162.524.000,00| DAU 100% -
Pemberdayaan Kelurahan yang Pemberdayaan Kelurahan yang
Masvarakat Desa__|Terbina dengan Baik Masvarakat Desa dan | Terbina dengan Baik
Koordinasi Jumlah laporan 100% 10.000.000 100% 162.524.000,00|Koordinasi Kegiatan Jumlah laporan 100% 162.524.000,00| DAU 100% -
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Koordinasi
Pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
Desa masyarakat dan masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Jumlah Pelaksanaan 12 laporan 10.000.000 12 laporan 162.524.000,00| Peningkatan Efektifitas  [Jumlah Pelaksanaan 12 laporan 162.524.000,00| DAU 12 laporan -
Efektifitas Kegiatan |Kegiatan Managjib - Kegiatan Pemberdayaan |Kegiatan Managib -
Pemberdayaan Jumlah Pelaksanaan Masyarakat di Wilayah ~ [Jumlah Pelaksanaan
Masyarakat di Kegiatan Pelatihan Kecamatan Kegiatan Pelatihan
Wilayah Kecamatan [Jurnanalistik - Jumlah Jurnanalistik - Jumlah
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
BUMDES yang Baik/ BUMDES yang Baik/
Benar - Jumlah Benar - Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
PKK PKK
Program Persentase Pelayanan 100% 12.000.000 100% 20.775.000,00|Program Koordinasi Persentase Pelayanan 100% 20.775.000,00| DAU 100% -
Koordinasi Ketentraman dan Ketentraman dan Ketentraman dan
Ketentraman dan  |Ketertiban Umum yang Ketertiban Umum Ketertiban Umum yang
Ketertiban Umum |berkualitas berkualitas
Koordinasi Upaya [Jumlah laporan 100% 12.000.000 100% 20.775.000,00|Koordinasi Upaya Jumlah laporan 100% 20.775.000,00| DAU 100% -
Penyelenggaraan |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya
Ketentraman dan  |Penyelenggaraan Ketentraman dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum | ketentraman dan Ketertiban Umum ketentraman dan
ketertiban umum ketertiban umum
Sinergitas dengan | Jumlah Pelaksanaan 24 kali 12.000.000 24 kali 20.775.000,00| Sinergitas dengan Jumlah Pelaksanaan 24 kali 20.775.000,00| DAU 24 kali -
Kepolisian Negara |Kegiatan Koordinasi Kepolisian Negara Kegiatan Koordinasi
Republik Indonesia, |FORKOMPIMKA Republik Indonesia, TNI, [FORKOMPIMKA
TNI, dan Instansi dan Instansi Vertikal di
Vertikal di Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan
Program Persentase kelompok 100% 20.000.000 100% 53.835.000,00|Program Pembinaan Persentase kelompok 100% 53.835.000,00| DAU 100% -
Pembinaan dan masyarakat dan Pengawasan masyarakat
Pengawasan desa/kelurahan yang Pemerintahan Desa desa/kelurahan yang
Pemerintahan Desa |aktif aktif
Fasilitasi, Jumlah Koordinasi 100% 20.000.000 100% 53.835.000,00|Fasilitasi, Jumlah Koordinasi 100% 53.835.000,00| DAU 100% -
Rekomendasi, dan |Peningkatan Kapasitas Rekomendasi, dan Peningkatan Kapasitas
Koordinasi UMKM Koordinasi Pembinaan |UMKM
Pembinaan dan dan P 1
Fasilitasi Terlaksananya 12 kali 20.000.000 12 kali 53.835.000,00| Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya 12 kali 53.835.000,00| DAU 12 kali -
Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan |Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset
Aset Desa Desa Desa
TOTAL 2.432.006.588 2.768.763.109 2.697.408.225 71.354.884

Pasuruan, Agustus 2024
CAMAT REMBANG
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang (Perubahan Renja
Kecamatan Rembang) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan tahunan Kecamatan Rembang yang disusun dengan berpedoman
pada Perubahan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2024-2026 serta
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang
berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi

dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

a. Seluruh pejabat dan staf Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan secara
bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
e Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
e Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja
Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan

Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Pj. BUPATI PASURUAN,

/

ANDRIYANTO
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